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Pengolahan Sampah RDF Pilihan Rasional

Gambir, Warta Kota

Penanganan sampah melalui Refused
Derived Fuel (RDF) menjadi pilihan terbaik dan
paling rasional bagi Provinsi Jakar(a, Karena
ilu, Pemeriniah DKI Jakarta membangun RDF
diTenpal Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Bantargebang, Kota Bekasi.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakya
Daerah (DPRD] Provinst DRI Jakarta, Ida
Mahmudah mengatakan, provek RDF
dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup DK
Jakarta yang menjadi mitra kerjanya, Karena
itu. dia mengikuti secara detail terkatl RDF
maupun [nlermediate Treatment Facility (ITF),

“Pada intinya. saya ingin memberikan
semangil kepada Pak Heru Budi Harlono,
Pj Gubernur DKI Jakarta dan Pak Asep
Kuswanto selaku Kepala Dinas LI unfuk bisa

melaksanakan kebijakan yang baik. tidak
perlu ragu atau takut,” kata Ida pada Kamis
(10/8/2023).

Menuarutnya, Komisi D pernalt memanggil
"0 Jakarta Propertindo/Jakpro (Perseroda)
dan Dinas LI terkail provek ITF. Dari
informasi vang diperoleh, pemenang tidak bisa
membangun atan memenuhi kesepakatan
sesuai tenggal wakiu maka akan diputus
kontrak.

[al ini sebagaimana klausul dani kedua
belah pihak setelah pemenang tender 1TF
Sunter diperoleh pada Noveniber 2020 falu,

"Harnsnya itu sudah dilakukan, Saya
sehagal Ketua Komisl I herharap Pak Pj
Gubernur segera mencabul penugasan PT
Jakpro[Perseroda) dan Perumda Pembangunian
Sarana Jaya ferkait dengan pengelolaan

sampah, Jadi. pengelolaan sampah inf biar
tetap dilakukan Dinas LH," ujarnya.

Kunjungi TPST Bantargehang

Ida menjelaskan, Komisi D juga sudah

melakukan kunjungan ke TPST Bantargebang

unfuk melihat langsung RDF. Saat ini memang

belum bisa maksimal dengan target 2.000 ton

per hari,

"Tapi. InsyaAllah dalam beberapa bulan ini
target ifu bisa dicapal.” imbul perempuan dari
[DIP ini.

Ida menambalikan, dengan pengolahan
sampal 2.000 ton per hari hanya maka
diperlukan subsidi Rp 54 miliar per talun.
Sementara, proyek ITF itu tipping lee-nya
sekitar Rp 2 friliun per tahun.

“Untuk tipping lee ITF ity mencapai Rp
800.000 per ton dan kontraknya 30 tahun.
Kemudian. ada klausul kenaikan tipping lee
mulai tahun ketiga itu tujuh sampai sepulub
persent, Belum lagi resiclu dart [TF ind,” jelasnya.

Ida merined, dibandingkan untuk pe-
ngeluaran pping fee yang meneapai Bp 2
triliun per tahun maka akan lebih realistis jika
wang APBD ity digunakan membangun RDF.
Belum lagi, pembangunan ITF memerlukan
biaya Rp4-5 triliun.

“Dibandingkan unluk sekadar membayar
tipping fee per lahun saja Kita sebetulnya
hisa gunakan membangun doa RDE. Unluk
ity saya mengajak, ayo kawan-kawan kita
menyelesaikan persoalan sampali tapi juga
menekan seminimal mungkin pengeluaran
alan penggunann APBD.” ueapnya.

Ida menuturkan. penanganan sampith

menggunakan ITE ini akan banyak me-
nyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang sejatinya ilu adalah
uang rakyat, Karena ilulah, pihaknya
mendukung RDF.

‘Perfama. RDF pembiayaannya lidak
besar dan kedua, licak ada tipping fee lagi.”
imbuhnya.

Sehagai Kelua Komisi D, Ida sangal
mendukung rencana pembangunan dua RDF
Jag, masing-masing salu diJakaria Baral dan
Jakarta Uhara.

"Sava sehagal Ketua Komisi D yang menjadi
mitra kerja Dinas LH yang menangani masalah
sampaly sangal mendukung RDI dibandingkan
[TF. Sava ingin masalah sampab lertangani,
lapi juga lidak boros dalam menggunakin
APBD," legusnya. (faf)



